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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol nafsu seksualnya 

menyebabkan banyak praktik seks bebas  salah satunya adalah perzinaan. Zina 

adalah jenis hubungan seksual yang di lakukan tanpa ikatan yang sah secara 

agama. Zina adalah pelanggaran yang memiliki konsekuensi yang serius, zina 

dianggap sebagai dosa besar secara teologis. Hukuman zina dalam hukum islam 

terdiri dari rajam, dera atau cambuk, dan pengasingan (Sibghotulloh, 2023:31). 

Padahal Allah SWT memberi peringatan keras bagi pelaku zina, bahkan 

mendekatinya saja sudah keharaman, Allah SWT berfirman: 

ٰٓءَ سَبيِلًا  حِشَةً وَسَا ٰٓ  إنَِّهُۥ كَانَ فََٰ نىََٰ  وَلََ تقَْرَبوُا۟ ٱلز ِ

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu 
perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. 

 

Hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Anas Bin Malik radhiyallanhu”Nabi 

Muhammad SAW telah mengisyaratkan sejak awal bahwa tanda-tanda hari akhir 

itu nyata adanya karena merebaknya fenomena kasus perzinaan. Sebagaimana 

hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إنَِّ مِنْ أشَْرَاطِ السَّاعَةِ  ِ صَلَّى اللََّّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ وقال رَسُولُ اللََّّ

ناَ  أنَْ يرُْفَعَ الْعِلْمُ وَيثَبْتَُ الْجَهْلُ وَيشُْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الز ِ
 

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasul shallallahu ‘alaihi 
wasallam: Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat adalah 
diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan dan diminumnya 
khamar serta praktek perzinaan secara terang-terangan. 
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Ulama Hanafiyah menafsirkan bahwa zina adalah hubungan seksual diluar 

hubungan pernikahan  yang dilakukan oleh seorang mukallaf Akil Baligh yang 

muslim pada kemaluan manusia yang bukan budak miliknya, dan bukan melalui 

akad syubhat  serta dilakukan dengan sengaja. Sedangakan ulama Syafiyyah 

menjelaskan bahwa zina adalah masuknya kepala zakar laki laki meskipun 

sebagiannya kedalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang 

alami tanpa syubhat.  

Ulama berbeda pendapat tentang hukuman zina yang dilakukan orang 

yang belum menikah seperti Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hukuman 

bagi pezina yang belum menikah dicambuk seratus kali tanpa tambahan hukuman 

pengasingan. 

Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mukhtasar At-Tahawi karangan Abu 

Bakar Ar-Raji al-jashas: 

حكم التغريب في حد الزاني غير المحصن قال: وإذا زنى الحر البكر: جلد 

 مائة جلدة، ولَ تغريب عليه
 

Artinya: Hukum tentang pengasingan pada had zina ghairu muhsan. Telah 
berkata dia: Apabila orang merdeka yang perawan melakukan 
perzinaan hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan tidak ada 
hukuman pengasingan atasnya.  (Jashas, 370:159) 
 

Kemudian menurut A'lauddin Al-kasani dalam kitab Badai’ As-Shanai’ 

sebagai berikut: 

ا بيَاَنُ مِقْداَرِ الْوَاجِبِ مِنْهَا فمَِقْداَرُ الْوَاجِبِ فيِ حَدَّ  انيِ وَأمََّ ناَ إذِاَ لمَْ يَكُنْ الزَّ الز ِ

 مُحْصَناً مِائةَُ جَلْدةٍَ إنِْ كَانَ حُبًّا، وَإنِْ كَانَ مَمْلوُكًا  فَخَمْسُونَ 

 
Artinya: Adapun penjelasan besarnya bagian wajibnya, maka besarnya 

kewajiban itu pada hukuman zina, jika pezina belum menikah, yaitu 
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seratus cambukan jika dia bebas ataupun merdeka,  dan jika dia 
seorang budak setengahnya (50). (Kasani, 587:59) 

 

Selanjutnya dalam kitab ad-Durrul Mukhtar karangan Imam ‘Alauddin Al 

Haskafi: 

 وغير المحصن يجلد مائة إن حراً، ونصفها للعبد بدلَلة النص

Artinya: Dan hukuman bagi pezina ghairu muhshan yang merdeka adalah 
didera seratus kali dan jika dia budak diberi hukuman 
setengahnya. (Haskafi, 1588:306) 

 

Sedangkan Ulama Syafi’iyyah mengatakan bahwa hukuman bagi pezina 

yang belum menikah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun 

sejauh jarak perjalanan menqashar sholat sebagimana disebutkan didalam kitab 

Al-Umm Jilid VII: 

تكلم ، قال : إن ابني كان عسيفا » ( ، وائذن لي في أن أتكلم ، قال : ۳وجل )

منه بمائة شاة  على ھذا، فزني بامرأته ، فأخبرت أن على ابنى الرجم ، فاقتديت

( سألت أھل العلم فأخبروني : إنما على ابنى جلد مائة ٤وجارية ، ثم إنى )

أما والذي نفسي صلى الله عليه وسلم : وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله 

 بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله
 

Artinya: Seorang laki-laki meminta izin untuk berbicara, lalu beliau 
(Rasulullah) bersabda, bicaralah, ia berkata, Sesungguhnya anakku 
adalah seorang pekerja yang bekerja untuk orang ini. Kemudian 
anakku berzina dengan istrinya. Maka, aku diberitahu bahwa hukum 
bagi anakku adalah rajam. Oleh karena itu, aku menebusnya dengan 
seratus ekor kambing dan seorang hamba wanita. Lalu, aku bertanya 
kepada para ulama, maka mereka memberitahuku bahwa anakku 
harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. 
Sedangkan hukum rajam itu berlaku bagi istrinya. Rasulullah Saw 

kemudian bersabda, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
aku benar-benar akan memutuskan perkara di antara kalian dengan 
Kitab Allah. (As-syafi’i, 654:390) 
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Dalam kitab Al-Muhazzab juga di jelaskan: 

 وإن كان غير محصن نظرت إن كان حر اجلدمائة وغرب سنة
 

Artinya: Dan jika belum menikah maka dilihat, apabila dia merdeka maka 
dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. (Ibrahim, 
476:268) 

 

     Dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Imam Syafi’i berpendapat zina ghairu 

muhsan diasingkan dari tempatnya yang jauh dari pemukimannya. Hal ini 

merujuk kepada 

)وغير المحصن( من رجل أو امرأة )حده مائة جلدة(. سميت بذلك لَتصالها 

 بالجلد، وتغريب عام إلى مسافة القصر( فأكثر برأي الإمام. 
 

Artinya: Bagi pezina yang belum menikah dari laki dan perempuan hukuman 
nya di cambuk 100 kali, dinamakan dengan jaldatun berasal dari 
kalimat jildun (yang bermakna kulit) di  karenakan cambukannya  
mengenai kulit, dan di asingkan selam setahun, dari tempatnya yang 
tidak terlalu jauh dari tempat pemukimannya. (Al-Ghazi, 1512:280) 

 

Dari paparan diatas penulis menemukan perbedaan pandangan antara 

Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i tentang hukuman bagi pezina yang belum 

menikah, yang menurut Mazhab Hanafi hukumannya berdasarkan mengikuti 

nash Al-qur'an dengan didera seratus kali. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i 

menambah hukumannya diasingkan selama setahun.  

Permasalahan ini menarik untuk di teliti, karena di zaman sekarang ini 

sedang marak-maraknya perzinaan, baik yang belum menikah maupun yang 
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sudah menikah. Kemudian mengenai hukuman had bagi pezina ini, di kalangan 

masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui akan hal itu, dan permasalahan 

ini masih rancu. Kemudian hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan 

masyarakat, kemudian penelitian ini menarik untuk di teliti karena mencari 

pendapat terkuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai hukuman 

had bagi pezina. Jadi ini alasan penulis mengangkat permasalahan ini, agar 

masyarakat awam tidak mengalami kebingungan atau ragu dalam menyelesaikan 

persoalan- persoalan yang ada. 

Berdasarkan hal itulah maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih 

lanjut dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul 

‘’Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Tentang Hukuman Had Bagi 

Pezina Yang Belum Menikah’’. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat 

dirumuskan masalah penelitian “Bagaimana hukuman had bagi pezina yang 

belum menikah menurut pandangan  Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i ”. 

1.3. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut  muncul pertanyaan penelitian 

mengenai masalah diatas, yaitu sebagai berikut : 

1.3.1. Apa dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang 

hukuman had bagi pezina yang belum menikah ? 

1.3.2. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Syafi’i tentang hukuman had bagi pezina yang belum menikah ?  

1.3.3. Manakah pendapat yang terkuat  antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i 

tentang hukuman had bagi pezina yang belum menikah ?  

 

1.4. Tujuan Penelitian  



 

6 
 

1.4.1. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i 

tentang hukuman had bagi pezina yang belum menikah. 

1.4.2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara 

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukuman had bagi pezina yang 

belum menikah. 

1.4.3. Untuk mengetahui pendapat yang paling kuat antara Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Syafi’i tentang hukuman had bagi pezina yang belum menikah.  

 

1.5. Signifikan Penelitian  

1.5.1. Secara Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para 

akademis maupun masnyarakat tentang hukuman had bagi pezina yang belum 

menikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i. 

1.5.2. Secara Praktis  

Penelitian ini dapat menghasilkan manfaat dalam memberikan masukan 

dan referensi untuk penelitian sejenis kepada akademis tentang hukuman had 

bagi pezina yang belum menikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i. 

1.5.3. Secara Akademis  

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akhir untuk meraih 

gelar sarjana strata 1 (SI) pada program studi Perbandingan Mazhab Fakultas 

Syariah UIN Imam Bonjol Padang. 

1.6. Studi Literatur  

Untuk menghindari kesalahpahaman dan plagiarisme terhadap karya 

ilmiah yang ada, penulis perlu melakukan tinjauan kepustakaan atau penelusuran 

literatur. Setelah penulis teliti kepustakaan ternyata belum ada yang membahas 

judul yang peneliti teliti, disamping itu penulis hanya menemukan pembahasan 

tentang: 
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Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani dengan NIM 

99363621 Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2004 dalam 

skripsinya dengan judul (“Sanksi Bagi Pelaku Zina Yang Telah Menikah Studi 

Perbandingan Antara Abdul Qadir Audah Dan T.M.Hasbi As shidieqy”). Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana metode istinbat hukum yang 

dipakai oleh Abdul Qadir Audah dan T.M.Hasbi as shiddiqy dalam menetapkan 

sanksi terhadap pelaku zina yang telah menikah. 2) Bagaimana eksistensi 

pelaksanaan sanksi terhadap pelaku zina yang telah menikah. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Abdul Qadir Audah lebih cenderung mengikuti pendapat 

ulama yang menyatakan bahwa sanksi terhadap pezina yang telah menikah 

dibedakan dengan yang belum menikah oleh karena itu sanksi yang berlaku untuk 

pezina yang yang telah menikah adalah dirajam sesuai dengan hadist nabi 

Muhammad SAW. Sedangkan Hasbi As-Shiddiqy berasumsi bahwa baik pezina 

yang telah menikah maupun yang belum menikah sanksinya sama yaitu dicambuk 

seratus kali sesuai dengan surat An-Nur ayat 2. 

Kedua, Mutaiminah Nur Qairi NIM 132211001 Mahasiswi Prodi Hukum 

Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo 

Semarang pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul tentang (“Kontruksi 

Hukum Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Peraturan Desa 

Betoyoguci Manyar Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam“). 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kontruksi hukum terhadap 

sanksi pelaku tindak pidana zina dalam peraturan desa betoyoguci nomor 5 tahun 

2016? 2) Bagaimana kontruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina 

dalam peraturan desa betoyoguci nomor 5 tahun 2016 menurut hukum islam?. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian sanksi yang diterbitkan dalam 

peraturan desa merupakan kritik sosial di Betoyoguci. Hukum adat sebagai bahan 

hukum dalam pembentukan hukum peraturan desa Betoyoguci nomor 5 tahun 
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2016 menjelaskan bahwa didalamnya tidak lepas dari doktrin hukum adat dan 

hukum islam. Secara garis besar ilustrasi tahap kontruksi hukum peraturan desa 

tersebut meliputi 2 aspek yaitu bahan hukum dan stuktur pembuatan hukum. 

Bahan yang diperlukan untuk peraturan desa dimulai dari tahap inisiasi dari 

masnyarakat, tahap sosio-politis yaitu dengan mengedepankan penajaman serta 

pematangan peraturan dan terakhir adalah tahap yuridis untuk diundangkanya 

aturan perzinaan tersebut, sedangkan struktur pembuatan hukum adalah 

susunan organisasi yang terlibat dalam proses yuridis peraturan desa Betoyoguci 

nomor 5 tahun 2016 tersebut diantaranya kepala desa, dpd, tokoh agama dan dll. 

Hasil yang kedua yaitu proses terbentuknya hukum tersebut dengan perspektif 

hukum islam. Secara normatif aturan yang menjelaskan sanksi tindak pidana zina 

dalam peraturan desa tersebut tidak sesuai dengan hukum islam baik sanksi 

pelaku zina yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Hukum islam 

memberikan hukuman untuk jarimah zina dengan hudud namun peraturan desa 

lebih cenderung kepada hukuman ta’zir hal itu karena adat yang menjadikan 

aktivitas berhukum didesa Betoyoguci tidak sesuai dengan islam. 

Ketiga, Latif Ardi Riyanto NIM 09360016 Mahasiswa Prodi Perbandingan 

Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas islam Negeri Sunan kalijaga 

yogyakarta pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul (“Studi 

perbandingan Hasbi as-shiddqy dan imam Az-zamakhsyari tentang hukum 

rajam”).  Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah metode 

istinbat hukum rajam perspektif Hasbi As-siddqydan Imam Az-Zamakhsyari?, 2) 

Apakah ada persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh tersebut?. Hasil dari 

penelitian ini adalah Mengenai persoalan zina menurut Hasbi As-Siddqy hukuman 

bagi pezina muhsan dan pezina yang belum menikah adalah sama yaitu dicambuk. 

Menurutnya hukum rajam adalah salah satu persoalan hukum yang penerapanya 

kontekstual hal ini di buktikan dari berbagai pendapat yang berkembang tentang 

hukum rajam, ada yang berpendapat hukum rajam berasal dari peninggalan pra 
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islam dan masih dalam kategori zanni oleh karena itu Hasbi menafsirkan surat 

An-Nur ayat 2 bahwa hukum rajam bagi pelaku zina muhsan secara eksplisit tidak 

lagi relevan sehingga diganti dengan hukuman baru sedangkan menurut imam 

Az-Zamakhsyari seseorang yang dimaksud pezina muhsan adalah jika ia 

melakukan zina setalah hubungan seksual yang halal jadi statusnya dalam 

keadaan bersuami istri atau janda/duda.Hukuman atas pezina muhsan ini adalah 

dirajam. Dan pezina yang belum menikah  yaitu perjaka atau perawan hukumanya 

dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.Adapun penelitian yang 

akan saya tulis berbeda dengan penelitian sebelumnya disini penulis akan 

meneliti hukuman had bagi pezina yang belum menikah menurut Mazhab Hanafi 

dan Mazhab Syafi’i. 

Keempat, M Haris Mukharom  Nim 132211035 Mahasiswa Prodi Hukum 

Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Wali Songo 

Semarang pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul ‘’ Studi Analisis 

Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghair 

Muhsan’’. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pendapat 

dan metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi 

pelaku zina ghair muhsan? 2) Apa alasan pendapat Imam Abu Hanifah tentang 

hukuman isolasi bagi pelaku zina ghair muhsan. Hasil dari penelitian ini adalah 

Pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman isolasi bagi pelaku zina ghair 

muhsan yaitu hukum bagi pelaku zina ghair muhsan adalah hak dari Allah bukan 

dari ulil amri. Hukuman bagi pelaku zina ghair muhsan cukup didera saja tanpa 

harus diasingkan. (2) Metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang 

hukuman isolasi bagi pelaku zina ghair muhsan adalah menggunakan al-Quran 

surat an-Nur (24) ayat 2 juz 18. (3) Alasan pendapat Imam Abu Hanifah tentang 

hukuman isolasi bagi pelaku zina ghair muhsan sebagai berikut : menurut Imam 

Abu Hanifah dalam alQuran tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan 

terhadap pelaku zina ghair muhsan. Menurutnya hukuman pengasingan tidak 
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dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab ALLAH SWT menjadikan dera 

sebagai keseluruhan hukuman had zina. Imam Abu Hanifah berpegang pada arti 

lahir al-Quran dan ini didasarkan atas pendapat mereka yang mengatakan bahwa 

penambahan terhadap ketentuan nash merupakan pembatalan. Al-Quran tidak 

bias dibatalkan oleh hadis-hadis ahad. Mereka juga meriwayatkan sari Umar r.a 

dan sahabat-sahabat lain bahwa ia menjatuhkan hukuman had tanpa 

pengasingan. Jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman dera adalah hanya 

sebagian dari hukuman had, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan 

terhadap nash. Selain itu, pengasingan menjadikan pelaku zina berpotensi untuk 

melakukan perzinaan lagi, karena ia berada ditempat pengasingan yang jauh dari 

keluarga, kerabat, dan kenalan. 

Kelima, Muhammad Hayafizul Bin MD Ahayar Nim 107044103856, 

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif 

Hidayatullah pada tahun 2011, skripsi yang berjudul’’ Hukuman BagI Pezina 

Menurut Fikih Syafi’i dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syari’ah Negeri 

Selanggor. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ‘’ Bagaimana kategori 

zina dan pelaksanaan hukumnya dan proses peradilan di mahkamah syariah di 

negeri Selanggor’’. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan hukum zina menurut 

fiqh Syafi’i menfokuskan beberapa disiplin ilmu yang sudah diterapkan 

terutamanya di dalam kitab induknya Al-Umm antaranya terkait hal kesalahan, 

vonis, dan juga hukum acara. Dalam perbahasan ini antara materi yang 

menfokuskan terkait masalah zina adalah bukti dan saksi, makanya dengan 

kesimpulan yang sudah dijelaskan dimuka yaitu pertama, pengakuan akan dibuat 

dihadapan pemerintah(imam) atau wakilnya, tidak memadai dengan pengakuan 

dibuat di hadapan yang lain dari itu. Kedua, Orang yang berakal, jika pengakuan 

ini datangnya dari orang yang tidak siuman maka tidak diterima pengakuannya, 

akan tetapi terkadang gila dan terkadang waras fikirannya. Jadi kalau dalam masa 

sehatnya dia benar mengaku bahwa telah berbuat zina maka ketika itu diterima 
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pengakuannya dan bolehlah dijatuh kan hukuman had ke atasnya. Ketiga, orang 

yang baligh, pengakuan zina dari anak-anak yang belum baligh tidak sah 

disebabkan hukuman hudud hanya diwajibkan keatas perbuatan jinayah, 

sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh kanak-kanak tidak dianggap sebagai 

jinayah, maka sebab itu pengakuan dari anak-anak yang belum baligh tidak 

diterima. 

Keenalm, Dede Salepuloh Nim 204043203076 Malhalsiswal Prodi 

Perbalndingaln Ma lzhalb daln Hukum Falkultals Syalri’alh daln Hukum UIN Syalrif 

Hidalyaltullalh paldal talhun 2011, skripsi yalng berjudul ‘’ Tinjalualn Fikih Daln Hukum 

Positif Terhaldalp Zinal Sebalgali ALlalsaln Menikalh’’. Rumusaln malsallalh dallalm 

penelitialn ini aldallalh 1) Mengalpal zinal dijaldikaln allalsaln seseoralng untuk 

melalkukaln perkalwinaln? 2) Balgalimalnal staltus alnalk dallalm perkalwinaln walnita l 

almil sebelum menikalh? 3) Balgalimalnal staltus perkalwinaln walnital halmil dallalm KHI 

daln pendalpalt imalm malzhalb?. Halsil dalri penelitialn ini aldallalh zinal dijaldikaln 

allalsaln seseoralng untuk melalkukaln perkalwinaln, terdalpalt balnyalk falktor yalng 

mendalsalrinyal menyalngkut sekripsi ini dialntalralyal yalng palling berpengalruh 

aldallalh tidalk aldal restunyal dalri pihalk oralng tual untuk melalkukaln pernikalhaln 

secalra l syalh, nalmun selalin itu kuralng kualtnyal dalsalr pengetalhualn algalmal daln 

morall malsyalralkalt dewalsal ini. Tentalng staltus nalsalb alnalk yalng lalhir dallalm 

perkalwinaln walnital halmil, palral Imalm Malzhalb berbedal pendalpalt, Imalm Syalfi'i 

menetalpkaln balhwal alnalk itu dinalsalbkaln kepaldal lalki-lalki yalng mengalwini ibunya l 

jikal ka lrenal kehalmilaln di altals enalm bulaln, tetalpi jikal lalmal kehalmilaln di balwalh 

dalri enalm bulaln, malkal nalsalb alnalk dihubungkaln kepaldal ibunyal ibunyal, 

Sedalngkaln Imalm Halnalfi menalsalbkaln kepaldal lalki-lalki yalng menghalmilinyal. 

ALdalpun menurut KHI alnalk tersebut dialkui dallalm perkalwinaln, kalrenal lalhir dallalm 

perkalwinaln yalng salh. Tentalng sta ltus perkalwinaln walnital halmil, KHI seja llaln 

dengaln pendalpalt Imalm Halnalfi da ln Imalm Sya lfi'i yalng membolehkaln perka lwinaln 
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walnital halmil dengaln lalki-lalki. Nalmun kebolehaln perkalwinaln dallalm KHI itu 

khusus dengaln lalki-lalki yalng menghalmili walnital tersebut. 

 

1.7. Lalnda lsa ln Teori 

1.7.1. Pengertialn daln Dalsalr Hukum Zinal  

Secalral balhalsal, kaltal zinal merupalkaln bentuk malshdalr dalri kaltal kerja l 

balhalsal alralb, yalitu zalnalal-yalzni yalng memiliki alrti berbualt jalhalt. Sedalngkaln 

secalra l terminologi, zinal dialrtikaln sebalgali perbualtaln bersenggalmal alntalra l 

perempualn daln lalki-lalki yalng bukaln malhralmnyal talnpal melallui jallur pernikalhaln 

yalng salh. ALdalpun definisi zinal yalng dikemukalkaln menurut ulalmal malzhalb 

dialntalralnyal:  

a. Halnalfiyalh  

Zinal aldallalh hubungaln seksuall yalng dilalkukaln seoralng lalki-lalki 

dengaln seoralng perempualn paldal kemallualnnyal yalng bukaln budalk daln 

bukaln melallui alkald yalng syubhalt. 

b. Mallikiyyalh  

Zinal merupalkaln hubungaln seksuall yalng dilalkukaln oleh seoralng 

mukalllalf lalgi muslim paldal kemallualn malnusial yalng bukaln budalk miliknya l 

bukaln jugal dengaln a lkald syubhalt yalng dilalkukaln dengaln sengaljal. 

 

c. Syalfiiyyalh  

Zinal aldallalh memalsukkaln ujung kemallualn lalki-lalki altalupun 

sebalgialnyal kedallalm kemallualn walnital yalng halralm dallalm kealdala ln 

syalhwalt ya lng allalmi talnpal syubhalt.  

 

 

d. Halnalbilalh  
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Zinal aldallalh hilalngyal halsyfalh kemallualn lalki-lalki yalng sudalh balligh 

daln beralkall kedallalm sallalh saltu kedual lobalng walnital yalng tidalk aldal 

hubungaln ishmalh alntalral kedualnya l altalu talnpal syubhalt (Salrwalt 2011,164). 

ALdalpun dalsalr hukum tentalng zinal terdalpalt dallalm ALl-quraln suralt 

ALl-isral’ alyalt 32 yalitu sebalgali berikut: 

 

ٰٓءَ سَبيِلًا  حِشَةً وَسَا ٰٓ  إنَِّهُۥ كَانَ فََٰ نىََٰ  وَلََ تقَْرَبوُا۟ ٱلز ِ

ALrtinyal: Daln jalngalnlalh kalmu mendekalti zinal (zinal) itu sungguh sualtu 
perbualtaln keji, daln sualtu jallaln yalng buruk. 

 

Kemudialn paldal Qur'aln suralt ALn-Nur alyalt 2 disebutkaln hukumaln 

balgi pelalku zinal yalng berbunyi:  

نْهُمَا مِائةََ جَلْدةٍَ  ا نيِْ فاَ جْلِدوُْا كُلَّ وَا حِدٍ م ِ ا نيِةَُ وَا لزَّ   الَزَّ

ALrtinyal: pezinal perempualn daln pezinal lalki-lalki, derallalh malsing-malsing 
dalri kedualnyal seraltus ka lli. 

 

Disalmping kedual alyalt tersebut, dallalm haldist disebutkaln alrtinyal : “dalri 

albdullalh meriwalyaltkaln “alku bertalnyal, yal walhali ralsulullalh, dosal a lpal yalng palling 

besalr di sisi alllalh? ”belialu menjalwalb ’’kalmu menjaldikaln talndingaln balgi 

alllalh(berbualt syiriq), palda lhall diallalh yalng menciptalkaln kalmu, lallu alku bertalnya l 

lalgi, kemudialn dosal alpallalgi ? belialu menjalwalb ‘’kalmu membunuh alnalkmu kalrena l 

talkut kallalu ial alkaln malkaln bersalmalmu, alku bertalnyal lalgi kemudialn  dosal alpallalgi? 

belialu menjalwalb, ka lmu berzinal dengaln istri tetalnggalmu.”(HR,ALl-Bukhalri daln 

Ibnu Hibba ln). 

 

 

1.7.2. Malcalm- Malcalm Zinal 
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  Berdalsalrkaln hukumalnnyal palra l Ulalmal Malzhalb membalgi zinal menjaldi 2 

malcalm dialntalralnyal sebalgali berikut : 

a. Zinal muhsaln yalitu  seseoralng yalng melalkukaln perzinalaln daln dial sudalh 

melalkukaln hubungaln baldaln alta lu seksuall melallui pernikalhaln yalng salh secalra l 

algalmal. 

b. Zinal ghaliru muhsaln yalitu perzinalaln yalng dilalkukaln oleh oralng yalng belum 

pernalh melalkukaln hubungaln baldaln lewalt pernikalhaln yalng salh secalra l 

algalmal(irfaln, 2013:20 ) 

 

1.7.3. Pendalpalt ulalmal tentalng hukumaln hald pezinal yalng belum menikalh  

Paldal dalsalrnyal hukumaln balgi pelalku zinal yalng belum menikalh aldallalh 

dengaln dicalmbuk berdalsalrkaln firmaln ALllalh SWT, dallalm suralt ALn-Nur alyalt 2. 

ALdalpun sebalgialn ulalmal menalmbalhkaln hukumaln hald balgi pezinal yalng belum 

menikalh dengaln pengalsingaln selalmal setalhun dengaln demikialn terjaldi 

perbedalaln pendalpalt dikallalngaln ulalmal tentalng hukumaln hald tersebut. Ulalma l 

Halnalfiyalh berpendalpalt balhwal seoralng ghaliru muhsaln yalng melalkukaln 

perzinalhaln cukup dicalmbuk seraltus kalli. Hukumaln pengalsingaln tidalt dalpaltkaln 

ditalmbalhkaln kepaldal hukumaln calmbuk  kalrenal ALllalh SWT menjaldikaln hukumaln 

calmbuk seba lgali keseluruhaln hukumaln hald zinal sebalgalimalnal yalng terdalpalt di 

dallalm suralt ALn-nur alyalt 2, sementalral ulalmal Syalfiiyalh daln Halnalbilalh mengaltalkaln 

pelalku zinal yalng belum menikalh dicalmbuk seraltus kalli seka lligus dialsingkaln 

selalmal saltu talhun sejaluh kalwa lsaln dengaln jalralk yalng sudalh membolehkaln untuk 

menqshalr sholalt. (Zuhalili, 2011:315) Selalin itu ulalmal Mallikiyalh berpendalpa lt 

balhwal hukumaln pengalsingaln halnyal balgi lalki lalki sedalngkaln tidalk berlalku 

hukumaln pengalsingaln balgi perempualn. (Salrwalt, 2011:170) 

1.8. Metode Penelitialn  

1.8.1. Jenis Penelitialn  
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Jenis penelitialn kepustalkalaln ini didalsalrkaln paldal pembalha lsaln dengaln 

menggunalkaln metode penelitialn kepustalkalaln yalitu sualtu metode yalng dilalkukaln 

dengaln mengumpulkaln informalsi daln balha ln penelitialn melallui penelitialn 

kepustalkalaln yalng diperoleh melallui penelalalhaln kitalb-kitalb malzhalb fiqh serta l 

balhaln lalinnyal. 

Penelitialn ini bersifalt kuallitaltif dengaln cobal menjelalskaln daln 

mendeskripsikaln daltal yalng terkumpul tentalng palndalngaln Malzhalb Halnalfi daln 

Malzhalb Syalfi’i mengenali hukumaln hald balgi pezinal yalng belum menikalh.  

1.8.2. Sumber Daltal 

ALdalpun sumber daltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh:  

1.8.2.1. Sumber Daltal Primer  

Sumber daltal primer aldallalh sumber da ltal utalmal yalng diperoleh secalra l 

lalngsung seba lgali sumber daltal paldal penelitialn ini. ALdalpun sumber daltal primer 

dalri Malzhalb Halnalfi a ldallalh kitalb Syalralh Mukhtalsalr all-talhalwi, Baldali’ ALsh Shalnali’, 

ALd Durr all Mukhtalr, sedalngkaln Malzhalb Syalfi’i daltal primernyal kitalb ALl-Umm, ALl-

Muhalzza lb daln Falthul Qalrib ALl-Mujib.  

1.8.2.2. Sumber Daltal Skunder  

 Balhaln daltal sekunder merupalkaln sumber daltal talmbalhaln yalng diperoleh 

secalra l tidalk lalngsung yalng bersumber dalri studi kepustalkalaln yalng berupal buku-

buku, skripsi, alrtikel, pendalpalt palral alhli altalu sumber daltal lalin yalng relevaln 

dengaln penelitialn ini. Daltal skundernyal aldallalh kitalb-kitalb fiqih klalsik seperti, 

Falthul Mu’in, Falthul Qalrib, Ensiklopedial Hukum Islalm, Fikih Empalt Malzhalb daln 

Fikih Kontemporer. Menelalalh kitalb malnal yalng palling dominaln digunalkaln oleh 

umalt islalm tentalng hukumaln hald balgi pezinal yalng belum menikalh.  

1.8.3. Teknik Pengumpulaln Daltal 

Teknik pengumpulaln daltal dallalm penelitialn ini dilalkukaln dengaln studi 

kepustalkalaln ya litu dengaln mengumpulkaln ulalsaln, pendalpalt-pendalpalt Malzhalb 
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Halnalfi daln Malzhalb Syalfi’i mengenali penelitialn ini, sertal pendalpalt dalri berba lgali 

ulalmal yalng mendukung dalri malsing-malsing pendalpalt. 

1.8.4. Teknik ALnallisis Daltal 

ALnallisis daltal alda llalh proses mencalri daln menyusun seca lral sistemaltis dalta l 

yalng diperoleh dalri halsil walwalncalral, caltaltaln lalpalngaln daln dokumentalsi, dengaln 

calral mengorgalnisalsikaln daltal ke dallalm kaltegori, menjalbalrkaln ke dallalm unit-unit, 

melalkukaln sintesal, menyusun ke dallalm polal, memilih malnal yalng penting daln 

yalng alkaln dipelaljalri, daln membualt kesimpulaln sehinggal mudalh dipalhalmi oleh 

diri sendiri malupun oralng lalin. (Kurnialsih, 2021:6) 

Teknik dalri alnallisis da ltal ini, pertalmal reduksi daltal yalitu meralngkum daln 

memfokuskaln paldal hall-hall penting yalng penting sesuali dengaln pokok penelitialn. 

Kedual penyaljialn daltal, selalnjutnyal penalrikaln kesimpulaln dalpalt menjalwalb 

rumusaln malsallalh yalng dirumuskaln sejalk alwall. 

Jikal daltal telalh terhimpun, malkal selalnjutnyal penulis menggunalkaln metode 

kompalraltif, yalitu membalndingkaln pendalpalt sertal mencalri pendalpalt terkualt  

alntalral Malzhalb Halnalfi daln Malzhalb Syalfi’i tentalng hukumaln hald  balgi pezinal yalng 

belum menikalh. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


